BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU PADA BADAN PROMOSI, INVESTASI

DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BINTAN

~Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (3) Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan, dipandang perlu untuk
menyusun petunjuk pelaksanaan perizinan;

bahwa petunjuk pelaksanaan perizinan dimaksud sebagai pedoman
dalam meningkatkan penyelenggaraan pelayanan perizinan pada
Badan Promosi, Investasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Bintan;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bintan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 163,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupis, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4237);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5 Tambahan T embaran Neoara Renuih'il Indanecia Narmar 42158



~ Menetapkan

10

11

13
14

15

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

~ Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua

kalinya dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan
Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46050 );
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( lembaran
Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4737,

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741 );
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PERIZINAN PADA BADAN

PROMOSI, INVESTASI DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KABUPATEN BINTAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Bintan
Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan

1.
2.
3.

Badan Promosi, Investasi dan Pelayanan Perizina Terpadu yang selanjutnya disingkat dengan
BPIPPT adalah Badan Promosi, Investasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten



4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Promisi, Investasi dan Pelayanan Peizinan Terpadu
Kabupaten Bintan;

5. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah
atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan
seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau p :laku usaha/kegiatan tertentu,
baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

7. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan
dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap
terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

BAB II
JENIS PERIZINAN

Pasal 2

(1) Jenis Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang diselenggarakan oleh BPI PPT adalah
sebagai berikut :

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
SIUP

SITU

TDG

Izin Industri

Izin Lembaga Pelatihan Swasta
IMTA Perpanjangan

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

9. Izin Lokasi

e A S e

10. Izin Usaha Pariwisata

11. Izin Undang-undang Gangguan (HO)

(2) Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan oleh BPI PPT adalah semua jenis perizinan sebagai
mana pada ayat (1) tersebut, termasuk PMA/PMDN, Non PMA/PMDN serta bentuk badan
usaha lainnya.

BAB Il
PROSES, WAKTU DAN BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 3

(1) Pengolahan dokumen persyaratan perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan
terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu;

(2) Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu
atau perizinan paralel;
(3) Proses perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan apabila memenuhi

PR - T T 1 e e



Pasal 4
(1) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Kerja Teknis di bawah koordinasi
Kepala Bidang Perizinan Investasi;

(2) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan terdiri dari staf BPI
PTT dan wakil dari perangkat daerah teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(3) Tim Kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk
mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya
suatu permohonan perizinan;

(4) Tim kerja teknis melaporkan hasil kerjanya kepada kepala badan.

Pasal §

Jangka waktu, persyaratan, besaran biaya perizinan, alur prosedur dan dasar hukum perizinan
sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB1V
KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 6
(1) BPIPPT memiliki basis data dengan menggunakan sistem manajemen infofrmasi;

(2) Data dari setiap perizinan dan non perizinan yang diselesaikan secara terpadu satu pintu
disampaikan kepada perangkat daerah teknis terkait setiap akhir bulan.

Pasal 7

(1) BPIPPT wajib menyediakan dan menyebarkan informasi berkaitan dengan jenis pelayanan
dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya
dan waktu perizinan dan non perizinan, serta tata cara pengaduan, yang dilakukan secara jelas
melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat;

(2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPIPPT
dengan melibatkan aparat teknis terkait.

Pasal 8

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan informasi jenis pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, dapat diakses oleh masyarakat.

BAB YV
PENANGANAN PENGADUAN
Pasal 9

BPIPPT wajib menyediakan sarana pengaduan dengan menggunakan media yang disesuaikan
dengan kondisi daerahnya.



Pasal 10

BPIPPT wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara tepat, cepat dan memberikan

jawaban serta penyelesaiannya kepada pengadu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bintan.

Ditetapkandi Kijang
pada tanggal 15 Januari 2009

DiundangkandiKijang
pada tanggal 15 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

MIN MUCHTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2009 NOMOR 9
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